
LEMBANAX DATRAH
TIABI'PATEIT ilA"'ALETGKA

I{OMOR: 9 TA}IIM 2A16
BII?ATI UA"'ALEITGKA

PROVIITSI JAITA BARAT

PERATI'RAIT DATRAII ITABI'"ATTII UA.IALTTEI(A

NOMOR 9 TAHUN 2OL6

TENTANG

PERTANGGITITGJAWABAIT PEIIINSAflAAT
AIYGGARAIT PEI{I}APATAT DAS BELIIISJA DATRAH

I(ABI'PATEil MA"'ALETGI(A TAIIT'il AIYGGARAIT 2(}15

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

Meninnbang : a. bahwa untuk rnelaksanakan ketentuan Pasal 324 ayat
(U Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lepbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 'Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah beberapa kafi diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomoi 9 Tahun zorc tentang
Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah (Irmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8,
Tambahan Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
56791, Kepala Daerah meng4iukan 'Rancangan

Peraturan Daerah tentang Pertanggungiawaban
Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Ralryat
Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah
diperiksa oleh Badan Perneriksa Keuangan paling
lambat 6 (enarn) bulan setelah tahun anggaran
berakhir;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Pertanggungiawaban
Pelaksanaan APBD Kabupaten Majalengka Tahun
Anggaran 2015.

Mengingat ....2
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: 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968
tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan
Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Dalam Linglungan Provinsi Djawa Barat
(Lennbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968
Nomor 31, Tambahan krnbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 h
Undang-Undang Nomor L7 Tahun 2OO3 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO3 Nomor 47, Tartbahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor A2861;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara ( kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan l,embaran
Negara Republik Indonesia Nomor a355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2AO+ tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan Iembaran Negara
Republik Indonesia Nomor aaOO);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OA4 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor LO4,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nornor aaZ\;
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OA4 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Rrsat dan
Pemerintahan Daerah (Iembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OOg tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OOg Tahun 13O, Tambahan
kmbaran Negara" Republik Indonesia Nomor 5Oa9);

3.
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Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa
(Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5a95);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Al4 tentang
Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23
Tahun 2At4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
567e);
Undang-Undang Nomor 30 Tahun zA}4 tentang
Administrasi Pemerintahan (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nornor 7 Tahun L977 tentang
Peraturan Gqii Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik IndonesiaTahun t977 Nomor 11, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098),
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peratrrran Pemerintah Nornor 3O Tahun 2015
tentang Perubahan Ketu,juh Belas Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan
Gaji Pegawai Negeri Sipil (IJembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);

Peraturan Pemerintah Nomor 1O9 Tahun 2OO0 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (I-embaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OOO Nomor 21O, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor aO2Sl;

Peratnran Pemerintah Nomor 24 Tahun 2OO4 tentang
Kedudukan Frotokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Ralqyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2AA4 Nomor 90,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
44161sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peratrrran Pemerintah Nomor 21 Tahun 2AOT
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah
Nornor 24 ?ahun 2AO4 tentang Kedudukan Protokoler
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OOT Nomor 47, Tartbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a7 fil;
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15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2OO5 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5
Nomor 48, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 45021, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tah.ur: 2OL2
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
23 Tahun 2OOS tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5340, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 45A21;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2OO5 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO5 Nomor L37, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a5751;

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2OO5 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575),
sebagaimana telah diubah *dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 65 Tahun ?OLO tentang Pembahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2OO5
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2O1O Nomor 11O,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5155); 

:

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2AA4 Nomor 14O, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45781;

Perahrran Pemerintah Nomor 65 Tahun 2OOS tentang
Pedoman Pen5rusunan dan Penerapan Standar
Pelayanan Minimal (I,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 15O, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesaia Nomor 4585);

Perafirran Pemerintah Nomor 79 Tahun 2OOS tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Iembaran Negara Republik
Indonesia Tahr.m 2OOS Nomor L65, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a593);
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Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nornor a6lal;

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2OO7 tentang
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungiawaban
Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Ralyat
Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Iembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OOT Nomor L9,
Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
4693);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2OAT tentang
Pengelol,aan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a7381;

Peraturan Pemerintah Nlmor 7 Tahun 2AA8 &ntang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 20,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
a816l;

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2AAg tentang
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 18,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
49721, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 83 Tahun 2Ol2 tentang Perubahart
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2AO9
tentang Bantuan Keuangan Kepada . Partai Politik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol2
Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 535U;

Peraturan Pernerintah Nomor 16 Tahun 2O1O tentang
Pedoman Pen5rusunan Peraturan Devran Perwakilan
Ralryat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan
Rat<yat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2O1O Nomor 22, Tarrbahan Irmbaran Negara
Republik Indonesia Nornor 51O );
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Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2O1O tentang
Tata Cara Pelaksanaan T\rgas Wewenang serta
Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil
Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun zOrc Nomor 25, Tarnbahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2OLl tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2O1O
tentang Tata Cara Pelaksanaan Thgas Wewenang serta
Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil
Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun zOlL Nomor 44, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a2O9l;
Peraturan Pemerintatr Nomor 69 Tahun 2O1O tentang
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daefah dan Retribusi Daerah
(Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OlO
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5l6U; 

{

Peraturan Pemerintah Nomor 71 {ahun 2O1O tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OlO Nomor 123, Tambahan
Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Peraturan Pemerintah Nomor 3O Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun ?OLL Nomor 59, T4mbahan kmbaran Negara
Repuhlik Indonesia Nomor 52191;

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2OL2 tentang
Hibah Daerah ( kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2Ol2 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 52721;

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahlum 2,014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2AL4 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5533);
Perahrran Pemerintah Nomor 43 Tahun 2Ot4 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun
2Ol4 tentang Desa (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Al4 Nomor 123, Tambahan
Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 47 Tahlun 2O15 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2Ol4
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 57171;

34. Peraturan ....7
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Peraturan Pemerintah Nomor 6O Tahun 2Ol4 tentang
Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 168, Tamhahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 55581
sebagairnana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 22 Ta}:lun 2OL5 tentang Perubahan
Atas Peratdran Pemerintah Nomor 60 Tahun 2OL4
tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2AV Nomor 88, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 569a);

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun ?OLO tentang
Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturqn
Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan
Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun
2AlA kntang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 5, Thmbahan .Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5655);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 20A6
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2l
Tahun zAIl tentang Pembahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 200,6 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 20ll Nomor 31O);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 2l Tahun 2AA7
tentang Pengelgmpokan Kemampuan Keuangan Daerah,
Penganggaran dan Pertanggungiawabm Penggunaan
Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta
Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komurrikasi Intensif
dan Dana Operasional;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2OO7
tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah tentang Pertanggungiawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran Pertanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah;

39. Peraturan .... 8
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2OO8
tentang Tata Cara Penatausahaan dan Pen5rusunan
l.aporan Pertanggungiawaban Benda]rara Serta
Penyampaiannya;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun zOtL
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
14 Tahun 2A16 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (Berita Negara Republik lndonesia. Tahun 2016
Nomor 5a 1);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2Ol2
tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2OL2
Nomor 75+l;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2Ol3
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik iNdonesia Tahun 2Ol3 Nomor ]425l;

Perahrran Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2Ol4
tentang Pedoman Pen5rusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita
Negara Tahun 2OL4 Nomor 680);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Ta}n;rrr 2AL4
tentang Pedornan Tata Cara Penghitungan,
Penganggaran 'dalam APBD, dan Tertib Administrasi
Pengajuan, Penyaluran, dan, Laporan
Pertanggungiawaban Penggunaan Bantuarl Keuangan
Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2Ol4 Nomor LTa4l;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9?/PMK.OT /2015
tentang klaksanaan Dana Alokasi Ktrusus Tambahan
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2Ol5;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2At6
tentang Pedoman Pengelolaan Barang MiUk Daerah Dan
Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa
Kendaraan Perorangan Dinas;

46.
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Peraturan Daerah Kabupaten Mqjalengka Nomor 2
Tahun 2OO9 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah I(abupaten Majalengka (Lembaran
Daerah Kabupaten Majaleng!<a Tahun 2OO9 Nomor 2,
Seri A);

Perahrran Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 5
Tahun 2OOg tentang Penyertaan Modal Pemerintah
Kabupaten Majalengka Kepada Koperasi dan Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten M4ialengka
(Lembaran Daerah Kabupaten Mqialengka Tahun 2AO9
Nomor 5);

Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10
Tahun 2OO9 tentang Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Mqialengka (Iembaran Daerah Kabupaten
Majalengka Tahun 2OOg Nomor 1O) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Mqialengka Nomor 8 Tahun ?OLL tentang Pembahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mqialengka Nomor
LO Tahun 2OO9 tentang -Organisasi Peranglcat Daerah
Kabupaten Majalengka (kmbaran Daerah Kabupaten
Majalengka Tahun 2O11 Nomor 8);

Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1

Tahun 2OL4 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah TRPJM) Daerah Kabupaten Majalengka Tahun

Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 5
Tahun 2OL4 tentang Pembentukan Dana Cadangan
Investasi Daerah Kabupaten Majalengka;

Perahrran Daerah Kabupaten Mqialengka Nornor 6
Tahun 2AL4 kntang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten M4ialengka Tahun Anggaran 2015
(Lembaran Daerah Ikbupaten Mqialengka Tahun 2OL4
Nomor 6);

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2015
(kmbaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2015
Nomor 7).

Dengan .... lO
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Dengan PersetuJuan Bersama
DEWAIT PERIf,AIiILIIIT RAITYAT DAERAII

KABUPATEII UA"'ALTITGKA
dan

BT'PATI UI"'ALTIYGKA

UEUUIUSKAII r

Menetapkan : PERATIIRAII DAERAII TEilTAIIG
PERTAITGGI'TGJAITABAIT PEI,AITSANAAIT AITGGARAIT
PEITDAPATAil DAIT BEI"AITJA DAERATI KABUPATEIT
MA"IAX,ETEKA TAEI'il AIT(X}ARAIT 2015.

Pasal 1

(1) Pertanggungiawaban Pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan
memuat:
a. Laporan Realisasi Anggaran;
b.Neraca;
c. Laporan Arus Kas;
d. l.a.poran Operasional;
e. Laporan Perubahan Saldo Anggaran kbih;
f. Laporan Perubahan Ekuitas;
g. Catatan atas Laporan Keuangan. r

(21 Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (U dilampiri
dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha
milik daerah/perusahaan daerah.

Pasat 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
Tahun Anggaran 2015 sebagai berikut :

a. Pendapatan Rp. 2.+93.539.229.256,00
b. Belarrja Rp. 2.388.97O.814.976.OQ

Surplus/(Defisit) Rp. 1Oa.568.414.280,0O,O0
c. Pembiayaan

- Penerimaan Rp. L65. 142.245.333,00
- Pengeluaran Fp. 9O. OOQ.OOO.OOO.OO

Pembiayaan Netto Rp.135. L42.245.333,OO,OO

Pasal 3.... 11
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Pasel 3

Uraian l.aporan Realisasi Anggaran sebrgieimana dimaksud dalam Pasal 2
sebagai berikut:
1. Selisih Anggaran dengan realisasi pendapatan surplus sejumlah

Rp. 29.848.231.968,81 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Pendapatan setelah Perubahan Rp. 2.523.387.46L.224,8L

2, selisih Anggaran dengan realisasi belanja defisit sejumlah
Rp. 259.127.951.581,81 dengan rincian sebagai berikut:

b. Realisasi
Selisih Kurang

a. Anggaran Belanja setelah Per:trbahan
b. Realisasi
Selisih Kurang

a. Anggaran Defisit setelah Penrbahan
b. Realisasi
Selisih L€bih

Pembahan
b. Realisasi
Selisih Kurang

Perubahan
b. Realisasi
Selisih Kurang

Rp. 2.4es.Q39.22e.2
(Rp. 29.848.231.968,81.)

Rp. 2.648 .498.7 66.557,8 I
RC. 2.Q88_.970.8 1 4.97_6.oo
(Rp. 259.127 .951 .581,81)

Rp. 1 65.436.305.333,00
Rp. 165. 142.245.933.O0
(Rp. 294.060.000,00)

3. Selisih Anggaran dengan realisasi Surplus/Delisit sejumlah
Rp. 20. L42.891.O53,O0 dengan rincian sebagai berikut :

$p. 12a.71 1,305.333,00)
Rp. 104.568.414.28O,O0
Rp. * 20.142.89 1.O53,0O

4. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan Pembiayaan sejumlah
Rp. 294.060.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Penerimaan Pembiayaan Setelah

5. Selisih anggara.n dengan realisasi pengeluaran Pembiayaan sejumLah
Rp. 1O.725.OOO.OO0,O0 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pengeluaran Pembiayaan Setelah

6. Selisih €rnggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah
Rp. 1O.43O.94O.OOO,0O dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pembiayaan neto setelah

Rp. 40.725.O00.000,OO
, Rp. .3OTOOO.OOO.OOO.OO
(Rp. 1O.725.OOO.OOO,OO)

Rp. 124.7 I 1.305.333,00
Bp. 135. 1a2.2a5.333.o0
Rp. 10.430.940.000,O0

Rp. 3.812.278.221.542,19
Rp. 106.417.574.765,00
Rp. 3.705.860.646.777,t9

perubahan
b. Realisasi
Selisih I€bih

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal t huruf b per 31 Desember
Tahun 2015 sebagai berikut :

a. Jumlah Aset
b. Jumlah Kewajiban
c. Jumlah Ekuitas Dana

Pasal 5 .... 12
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Pasal 5

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal t huruf c untuk
tahun yang berakhir sampai dengan 3L Desember Tahun 2015 sebagai
berikut:

Rp, 148.946.533.477,OO
Rp. 768.616.50 1.320,OO

Rp. (70 1 . 203.7O9. 3O4,OO)
Rp. 0,o0

0,00e. Arus kas dari aktivitas non €rnggaran Rp.
f. Saldo kas akhir per 31 Desember Tahun 2ALS Rp.24O.624.765.A4O,0O

Paset 5

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal t huruf d untuk
tahun yang berakhir sampai dengan 3L Desember Tatrun 2015 sebagai
berikut:

a. Saldo Kas 1 Januari zOLs
b. Arus kas dari aktivitas operasi
c. Arus kas dari aktivitas investasi aset

non keuangan
d. Arus kas dari aktivitas pembiayaan

Jumlah Pendapatan Operasional
Jumlah beban Operasional
Jwnlah Defisit Non Operasional
Surplus/Delisit

a. Ekuitas awal
b. Ekuitas Akhir

Rp. 2.672.399.385.852,65
Ilp. 2.294.7 38.7 33.808,66

- Rp. (2.397 .389.920,321
Rp. i75.263.262.1.23,66

Rp. 4.059.842.!t4L.498,08
Rp. 3.705.86A.646.777,19

a.
b.
c.
d.

Pesat 7

l.aporan Perubahan Saldo Anggaran Irbih sebagaimana dimaksud dalam
Pasal t huruf e per 31 Desernber 2O1.5 adalah sebagai berikut:
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun

sebelumnya Rp. 164.971.245.333,00
b. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun

berkenaan Rp. 239.710.659.613,00

Pasat 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagimana dimaksud dalam Pasal t huruf f
untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2015
adalah sebagai berikut:

Pasat 9

Catatan atas la.poran Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal t huruf d
Tahun Anggaran 2OL4 memuat infiormasi baik secara kuantitatif maupun
kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10 .... 13
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Pasal 1O

Pertanggungiawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

Lampiran I
Lampiran I.1

Lampiran 1.2

I"ampiran I.3

Lampiran' 1.4

Lampiran I.5
Lampiran I.6
Lampiran 1.7

Lampiran I.8

Lampiran I.9

Lampiran I.10
Lampiran I.1 1

Lampiran II
L,ampiran UI
I"ampiran IV
Lampiran V
Lampiran VI
L,ampiran VII

I"aporan realisasi anggaran
Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut
urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan
pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan,
belanja dan pembiayaan;
Rekapitulasi realisasi a.nggaran belanja daerah
menurut urusan pemerintahan daerah, organisasai,
program dan kegiatan;
Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah
untuk keselarasan dan keterpaduan urusan
pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka
pengelolaan keuangan negara;
Daftar piutang daerah;
Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset
tetap daerah;
Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset
lainnya;
Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan
sampai akhir tahun dan' dianggarkan kembali
dalam tahun anggaran hrikutnya;
Daftar dana cadangan daerah; dan
Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.
Neraca
Laporan arus kas
Catatan atas laporan keuangan
Laporan Operasional
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
Laporan Perubahan Ekuitas

Pasat 11

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal I ayat (21

terdiri dari :

a. Ia.poran kinerja tercantum dalam Lampiran VIII Perattrran Daerah ini;
b. Ikhtisar laporan badan usaha milik daerah/perusahaan

daerah tercanturn dalam tampiran IX Peraturan Daerah ini.

Pasal L2 .... L4
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Plsel 12

Bupati Majalengka menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran
Pertanggungiawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari
pertanggungiawaban pelaksanaan APBD.

ksal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlalm pada tanggat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempa.tannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Maialengka
pada tanggal 6 September 2OL6

BTIPAfl UA'ALEilGXA,

Caplttd

SUTnIbTO

Diundangfuan di M4ialengka
pada tanggat 6 September 2O16

LEMBARAN DAEFIAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2A16 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan
Aslinya

TEPAI,A BAGIAIT HIIKI'U
SEU}A XAEI'PATEilT IA.'AI.ETGTA

I[IP. 19680327 t996,O31 fir3

NOREG PERATURAN DAERAH I(ABUPATEN MA.'ALENGKA PROVINSI JAWA
BARAT ltOlLoT l20L6',l

SETRETARIS DAERAE


